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ABSTRAK

Pada praktiknya terdapat Sertipikat Hak Milik (SHM) warga Desa Suka Mukti yang
diterbitkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang
dibebani Hak Tanggungan tetapi SHM tersebut kemudian dibatalkan karena
tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) atas nama PT.
Treekreasi Margamulia (korporasi), sehingga berpotensi merugikan kreditur.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum
berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan ditunjang
data primer berupa hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,
penyebab tumpang tindih adalah kelalaian Satgas Fisik Panitia Ajudikasi PTSL yang
mana setelah terdapat pengaduan dan setelah dilakukan pengecekan lokasi
ternyata di atasnya terdapat tanam tumbuh kelapa sawit yang seharusnya patut
diduga milik korporasi dan seharusnya pula menjadi dasar bagi Satgas Yuridis
untuk memeriksa riwayat hak atas tanah, di luar daripada terdapat Surat
Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dari pemohon. Akibat
hukumnya, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menjadi batal demi hukum,
tetapi tidak menggugurkan kewajiban debitur melunasi nilai fasilitas pembiayaan.
Selain itu, Kantor Pertanahan berpotensi digugat kreditur karena hilangnya objek
jaminan akibat kelalaian atas kebenaran data fisik dan data yuridis sebelum
menerbitkan SHM. Tanggung jawab hukum Kantor Pertanahan, secara administratif
adalah dengan membatalkan dan mencoret ke-36 SHM dari sistem administrasi
pendaftaran tanah, dan secara keperdataan, secara bertanggung jawab harus
menghadapi potensi digugat oleh kreditur, dengan kualifikasi perbuatan melawan
hukum, dengan tuntutan mengganti kerugian atas fasilitas pembiayaan kepada
debitur bilamana terjadi gagal bayar dan tidak dapat diperbaharuinya APHT
dengan objek jaminan baru.

Kata Kunci : Hak Tanggungan; Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Sertipikat
Hak Guna Usaha; Sertipikat Hak Milik; Tumpang Tindih
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ABSTRACT

In practice, there is a Certificate of Ownership Rights (SHM) for Suka Mukti Village
residents issued through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program,
which is burdened with Mortgage Rights but the SHM was later canceled because it
overlapped with the Certificate of Cultivation Rights (SHGU) in the name of PT.
Treekreasi Margamulia (corporation), thus potentially causing harm to creditors. This
research is normative legal research with legal material sources in the form of
secondary data collected through literature study and supported by primary data in
the form of interview results. The results of this research show that the cause of the
overlap was the negligence of the Physical Task Force of the PTSL Adjudication
Committee, where after there was a complaint and after checking the location, it
turned out that there were oil palm plantations growing on it which should be
suspected to belong to the corporation and should also be the basis for the Juridical
Task Force to inspect history of land rights, apart from a Statement of Physical Control
of the Land Plot (SPPFBT) from the applicant. As a legal consequence, the Deed of
Granting Mortgage Rights (APHT) becomes null and void, but does not cancel the
debtor's obligation to pay off the value of the financing facility. Apart from that, the
Land Office has the potential to be sued by creditors due to the loss of collateral
objects due to negligence regarding the correctness of physical data and juridical
data before issuing the SHM. The Land Office's legal responsibility, administratively,
is to cancel and cross out the 36 SHMs from the land registration administration system,
and civilly, it must responsibly face the potential of being sued by creditors, with the
qualification of an unlawful act, with demands to compensate for losses on financing
facilities. to the debtor in the event of failure to pay and the APHT cannot be renewed
with a new collateral object.

Keywords: Certificate of Cultivation Rights; Certificate of Ownership Rights;
Complete Systematic Land Registration; Mortgage Rights; Overlap
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk
mencapai kesejahteraan umum. Terbatasnya ketersediaan dana dan
modal bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya dapat diatasi
dengan mengadakan perjanjian utang piutang. Dalam suatu perjanjian
utang piutang, penting bagi kreditur untuk memiliki keyakinan bahwa
debitur dapat melunasi utangnya. Keyakinan kreditur tersebut dapat
diperoleh dari adanya jaminan yang diberikan oleh debitur kepada
kreditur.! Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur
dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajiban
debitur tersebut dalam suatu perikatan.? Dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh debitur
dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utang
debitur yang bersangkutan.

Menurut Thomas Suyatno, jaminan berfungsi untuk memberikan
hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari

hasil penjualan barang jaminan apabila debitur cidera janji, menjamin

! Hartono Hadisoeprapto, dikutip dalam : Dwina Natania, “Penyampaian Akta
Pemberian Hak Tanggungan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Setelah
Diberlakukannya Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang
Pelayanan Hak Tanggungan Terintergrasi Secara Elektronik”, Acta Diurnal, Vol. 3, No.
2, Juni 2020, e-ISSN : 2614-3550, Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran
Bandung, hlm. 274.

2 Mariam Darus Badrulzaman, dikutip dalam : Ridzki Djunaidi, 2000, Beberapa
Permasalahan Hukum dan Jaminan, Jakarta : BPPN, hlm. 12.



agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya
sehingga meminimalisir kemungkinan bagi debitur untuk meninggalkan
usahanya dan memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi
perjanjian utang piutangnya kepada kreditur agar tidak kehilangan
kekayaan yang telah dijaminkannya.® Dengan demikian jaminan
memiliki peran yang penting baik bagi kreditur maupun bagi debitur.
Bagi kreditur jaminan berperan penting untuk memberikan keyakinan
dan kepastian hukum bahwa debitur akan melunasi utangnya, di lain
pihak, bagi debitur jaminan berperan penting sebagai sarana perolehan
dana untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya.

Jaminan dibedakan ke dalam 2 (dua) macam, yaitu jaminan umum
dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan yang timbul dari
undang-undang dan berlaku umum bagi semua kreditur yang diatur
dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(selanjutnya ditulis KUHPerdata),* sedangkan jaminan khusus adalah
jaminan yang timbul dari perjanjian, misalnya adalah gadai, hipotik, hak
tanggungan, fidusia dan jaminan penanggungan.® Jaminan khusus
terbagi ke dalam jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Inti dari

jaminan perorangan adalah kesanggupan pihak ketiga sebagai

8 Thomas Suyatno, 2007, Dasar-Dasar Perkreditan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, hlm. 81.

4 Djaja S. Meliala, 2014, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung : Nuansa
Aulia, hlm. 128.

5 J. Satrio, 2007, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti, hlm. 10.



penjamin untuk melakukan kewajiban apabila debitur tidak melakukan
kewajibannya, sehingga hak kreditur terhadap pemenuhan kewajiban
hanya dapat dituntut kepada penjamin (bersifat persoonlijk).® Sedangkan
jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan hak kepada
kreditur untuk memanfaatkan suatu benda milik debitur dalam hal
debitur cidera janji.” Jaminan kebendaan memberikan kedudukan yang
lebih baik bagi kreditur karena ada benda berharga tertentu milik
debitur yang dipegang atau terikat dengan kreditur sehingga debitur
akan berusaha sebaik-baiknya untuk melunasi utangnya dan kedudukan
kreditur yang didahulukan dan dimudahkan dalam pengambilan
pelunasan atas piutangnya dari hasil penjualan benda yang dijaminkan
tersebut.®

Diantara berbagai lembaga jaminan yang dikenal di Indonesia, hak
tanggungan dianggap sebagai lembaga jaminan yang paling disukai
oleh pihak kreditor karena paling aman dan efektif, karena tanah
sebagai obyek hak tanggungan memiliki sifat yang mudah dijual,
harganya relatif meningkat dari waktu ke waktu, mempunyai bukti hak

dan sulit untuk digelapkan, juga memberikan hak istimewa kepada

6 Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, “Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga
dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional)”, Jurnal Bina Mulia
Hukum, Vol. 2, No. 1, September 2017, e-ISSN : 2540-9034, Fakultas Hukum Universitas
Padjadjaran Bandung, hlm. 2.

T Frieda Husni Hasbullah, 2005, Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang
Memberi Jaminan, Jakarta : Indhill Co, hlm. 17.

8]. Satrio, Op. Cit., hlm. 12.



kreditor.® Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang

Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya ditulis UUHT). Pasal 1 angka 1

UUHT mengartikan hak tanggungan sebagai hak jaminan yang

dibebankan pada hak atas tanah untuk menjamin pelunasan suatu utang

yang memberikan kedudukan utama pada kreditur tertentu terhadap

kreditur lain.

Hak tanggungan memiliki 4 (empat) ciri utama, yaitu :

1.

Droit de preference, yaitu memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada pemegang hak tanggungan, yang diatur
dalam Pasal 1 angka 1 UUHT.

Droit de suite, yaitu hak tanggungan selalu mengikuti objek
yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek itu berada,
yang diatur dalam Pasal 7 UUHT.

Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas. Asas
spesialitas diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUHT, yang
mengatur bahwa identitas para pihak, objek hak tanggungan
dan besarnya nilai tanggungan harus termuat dengan jelas
dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya ditulis
APHT). Asas publisitas diatur dalam Pasal 13 UUHT bahwa

pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor

% Effendi Perangin, dikutip dalam : Denico Doly, “Aspek Hukum Hak Tanggungan
Dalam Pelaksanaan Roya”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 1, 2011, e-ISSN : 2614-
2813, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Setjen DPR RI, hlm. 114.



pertanahan sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan
kepastian hukum kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

4. Pelaksanaan eksekusi yang mudah dan pasti, yang diatur

dalam Pasal 26 UUHT.

Keempat ciri utama hak tanggungan di atas baru berlaku dan
mengikat seluruh pihak yang berkepentingan apabila hak tanggungan
telah lahir dengan sempurna yang dibuktikan dengan terbitnya
sertipikat hak tanggungan. Lahirnya hak tanggungan dilaksanakan
melalui 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu tahap pemberian hak tanggungan
dan tahap pendaftaran hak tanggungan. Pemberian hak tanggungan
diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UUHT yang menyatakan :

“Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk

memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang

tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau
perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.”

Dari rumusan pasal di atas, terlihat bahwa tahap pertama dimulai
dengan dibuatnya suatu perjanjian pokok berupa perjanjian kredit atau
perjanjian pinjam uang atau perjanjian lain yang menimbulkan
hubungan pinjam meminjam uang antara kreditur dan debitur, untuk
kemudian diikuti dengan pemberian hak tanggungan. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa perjanjian pemberian hak tanggungan
merupakan perjanjian accesoir. Perjanjian pembebanan hak

tanggungan harus dinyatakan dalam APHT. APHT adalah akta yang

dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya ditulis PPAT) yang



berisi pemberian hak tanggungan kepada kreditur tertentu sebagai
jaminan untuk pelunasan piutangnya, sebagaimana ketentuan Pasal 1
angka 5 UUHT. Pembuatan APHT merupakan salah satu tugas PPAT
sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(selanjutnya ditulis PP PPAT).

Pada praktiknya, terdapat APHT Nomor : 3217/2021 tanggal 24
April 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan XX, PPAT di Kabupaten
Ogan Komering Ilir, yang pada pokoknya berisi pemberian hak
tanggungan berupa sebidang tanah yang terletak di Provinsi Sumatera
Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kecamatan Mesuji, Desa Suka
Mukti, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02519 tanggal 23
Maret 2020 dengan nama pemegang hak yaitu Trimo, kepada Bank XX
yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai jaminan
pelunasan hutang/fasilitas pembiayaan. Sebelumnya, SHM diperoleh
Trimo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 01/HM/PTSL/BPN-16.02/2020
tanggal 20 Maret 2020.

Pada perjalanannya, ternyata SHM atas nama Trimo yang dijadikan

Hak Tanggungan dibatalkan dan dicoret dari sistem administrasi



pendaftaran tanah, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor

1120/KEP-16.MP.02/X1/2021 tanggal 29 November 2021, dengan alasan
tumpang tindih (overlap) dengan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)
Nomor : 01/1997 atas nama PT. Treekreasi Margamulia. Atas pembatalan
SHM yang tumpang tindih dengan SHGU ini, maka perlu dianalisis lebih
lanjut mengenai penyebab tumpang tindih SHM dengan SHGU, akibat
hukumnya terhadap APHT, berikut akibat hukum terhadap debitur dan
kreditur yang mengikat diri dalam perjanjian kredit melalui APHT, serta
upaya yang dapat ditempuh debitur dan kreditur atas potensi kerugian

yang diderita akibat pembatalan tersebut.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Apakah penyebab Sertipikat Hak Milik tumpang tindih dengan
Sertipikat Hak Guna Usaha ?

2. Bagaimana akibat hukum Sertipikat Hak Milik yang tumpang tindih
dengan Sertipikat Hak Guna Usaha terhadap Akta Pemberian Hak
Tanggungan dan para pihak ?

3. Bagaimana tanggung jawab hukum Kantor Pertanahan atas
Sertipikat Hak Milik yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak

Guna Usaha yang merupakan produk hukumnya ?



Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan-tujuan, antara lain :

Untuk menganalisis dan menjelaskan penyebab Sertipikat Hak
Milik tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Usaha.

Untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum Sertipikat Hak
Milik yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Usaha
terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan dan para pihak.

Untuk menganalisis dan menjelaskan tanggung jawab hukum
Kantor Pertanahan atas Sertipikat Hak Milik yang tumpang tindih
dengan Sertipikat Hak Guna Usaha yang merupakan produk

hukumnya.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis, antara lain :
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
sebagai wawasan ilmu kenotariatan terkait dengan upaya hukum
yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam APHT akibat
pembatalan SHM yang tumpang tindih dengan SHGU.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat
bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

a. Bagi Kantor Pertanahan, yaitu sebagai wawasan untuk

menghindari terjadinya tumpang tindih khususnya antara



SHM dengan SHGU, sehingga di kemudian hari, tidak terjadi
kesalahan prosedur pemberian hak milik.

Bagi debitur yang akan menjaminkan SHM-nya melalui
perjanjian kredit dan APHT, yaitu sebagai wawasan agar
terlebih dahulu memperoleh informasi secara detail tentang
validitas tanpa tumpang tindih bidang tanah miliknya ke
Kantor Pertanahan, sebelum dijaminkan ke kreditur, agar
terhindar dari akibat hukum di kemudian hari apabila SHM
dibatalkan akibat adanya tumpang tindih baik dengan SHM
lain atau SHGU.

Bagi kreditur, yaitu sebagai wawasan agar sebelum menerima
jaminan kredit berupa SHM yang dituangkan dalam perjanjian
kredit dan APHT, agar terlebih dahulu memperoleh informasi
secara detail tentang validitas tanpa tumpang tindih bidang
tanah milik yang akan dijadikan jaminan kredit ke Kantor
Pertanahan, agar terhindar dari akibat hukum di kemudian
hari apabila SHM dibatalkan akibat adanya tumpang tindih
baik dengan SHM lain atau SHGU.

Bagi PPAT, yaitu sebagali wawasan agar sebelum membuat
APHT, untuk senantiasa dalam pelaksanaan jabatannya
mengedukasi terlebih dahulu kreditur dan debitur yang
menghadap untuk dibuatkan APHT, terkait upaya pengecekan

SHM yang tidak tumpang tindih satu dengan SHM yang lain
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termasuk SHGU, sehingga di kemudian hari tidak
menimbulkan potensi kerugian dan sengketa diantara para

pihak.

E. Kerangka Teori
Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :
1. Grand Theory
Grand theory dalam penelitian ini adalah teori keadilan. Mengenai
keadilan, Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian
hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak
persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di
pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah
yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara
dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa
yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang
telah dilakukanya.!® Teori keadilan menurut Aristoteles membagi
keadilan menjadi tiga yaitu :!!
a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua
orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua
orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada

secara tanpa pandang bulu;

10 Aristoteles, 2016, Politik, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I,
Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea, hlm. 11.
11 [bid., hlm. 12.
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b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara
orang yang satu dan yan lain atau antara warganegara yang
satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif
menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu
dengan warga yang lain;

c. Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat,
dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang di
dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan
dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa
diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh
itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-
banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil- kecilnya. Pound sendiri
mengatakan, bahwa keadilan adalah meluasnya pengakuan dan
pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan
manusia melalui pengendalian sosial, semakin meluas dan efektifnya
jaminan terhadap kepentingan sosial, serta suatu usaha untuk
menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif
dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-
sumber daya.!? Kemudian menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu

tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari

12 Roscoe Pound, dikutip dalam : Satjipto Rahardjo, 2014, IImu Hukum, Bandung :
Citra Aditya Bakti, hlm. 174.
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kebenaran bisa berkembang dan subur, karena keadilan menurutnya
adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan
demokrasi, dan keadilan toleransi.!3

Teori keadilan digunakan untuk menjawab rumusan masalah
mengenai tanggung jawab hukum Kantor Pertanahan atas SHM yang
tumpang tindih dengan SHGU yang merupakan produk hukumnya.
2. Middle Range Theory

Middle range theory dalam penelitian ini menggunakan teori
kepastian hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk
mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam
pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat
mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan
kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan
ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan dalam
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengandung makna bahwa dalam
penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu
kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.!4

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui
kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian
hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak

mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang

13 Hans Kelsen, dikutip dalam : Satjipto Rahardjo, Ibid., hlm. 175.
14 Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-Kosnep Hukum Dalam Pembangunan,
Bandung : Alumni, hlm. 22.
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oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan
yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula
penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat
hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.!8

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan
masalah mengenai penyebab SHM tumpang tindih dengan SHGU.
3. Applied Theory

Applied theory dalam penelitian ini menggunakan teori kebatalan
akta dan teori tanggung jawab hukum.
a. Teori Kebatalan Akta

Menurut Herlien Budiono, suatu perjanjian yang dituangkan
menjadi akta akan dianggap batal demi hukum jika tidak memenuhi
syarat objektif dalam KUHPerdata, yaitu "suatu hal tertentu" dan "sebab
yang halal". Untuk syarat "suatu hal tertentu", contohnya adalah Pasal
1332 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "hanya barang-barang yang
dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian",
sementara Pasal 1333 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian
harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit

ditentukan jenisnya.!®

15 Fence M. Wantu, 2011, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 13.

16 Herlien Budiono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang
Kenotariatan, Bandung : Citra Aditya Bhakti, hlm. 370.
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Sementara itu, untuk "sebab yang halal", kontrak yang dibuat harus
sesuai dengan hukum berlaku dan tidak boleh melanggar kesusilaan
atau ketertiban umum seperti yang ditetapkan oleh Pasal 1337
KUHPerdata. Ditambah lagi Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa
perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang
palsu atau telarang akan dianggap "tidak mempunyai kekuatan". Istilah
batal demi hukum" tidak sama dengan konsep "dapat dibatalkan",
karena perjanjian yang "batal demi hukum" dianggap tidak pernah ada
dari awal, sementara perjanjian yang "dapat dibatalkan" adalah
perjanjian yang tidak memenubhi syarat subjektif mengenai sepakat dan
kecakapan dan salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian
tersebut ke pengadilan.!?

Kebatalan akta dalam tataran UUJN berkaitan erat dengan
pembuktiannya sebagai tulisan di bahwa tangan, antara lain diatur
dalam : Pasal 41 UUJN mengenai pelanggaran mengenai bentuk akta,
syarat-syarat penghadap, saksi-saksi yang hadir saat pembacaan akta,
Pasal 44 ayat (5) UUJN dan Pasal 49 ayat (4) UUJN mengenai pelanggaran
perubahan isi akta yang sah; dan Pasal 50 ayat (4) UUJN mengenai
pencoretan, maka kesemuanya apabila dilanggar maka akta hanya

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tulisan di bawah tangan.

17 Ibid., hlm. 372.
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Teori kebatalan akta digunakan untuk menganalisis rumusan
masalah mengenai akibat hukum SHM yang tumpang tindih dengan
SHGU terhadap APHT dan para pihak.

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum dikemukakan oleh pencetus teori
hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab hukum
berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban
tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan
memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang
dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai
perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya
kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan
tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan
dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang
dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara
hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.!8

Berdasarkan pendapat Hans Kelsen, maka dapat dikatakan bahwa
tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan
kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila
kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat

juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari

18 Hans Kelsen, Pure Theory of Law, terjemahan : Raisul Muttagien, 2008, Teori
Hukum Murni: Dasar-Dasar IImu Hukum Normatif, Bandung: Nusa Media, hlm. 136.
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perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga
merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan
tanggung jawab hukum.

Teori tanggung jawab hukum digunakan untuk menjawab rumusan
masalah mengenai tanggung jawab hukum Kantor Pertanahan atas SHM

yang tumpang tindih dengan SHGU yang merupakan produk hukumnya

H. Kerangka Konseptual
Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan

kerangka konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), adalah jaminan
pelunasan hutang debitur kepada kreditur sehubungan dengan
perjanjian pinjaman/kredit yang bersangkutan.

2. Sertipikat Hak Milik (SHM), adalah jenis sertipikat yang pemiliknya
memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan
luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertipikat tersebut.

3. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU), adalah jenis sertipikat yang
memberi pemegangnya hak untuk mengusahakan tanah yang
dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu maksimal 35
(tiga puluh lima) tahun dan diperpanjang untuk jangka waktu

paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, serta dapat diperbarui untuk
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jangka waktu maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun, guna perusahaan
pertanian, perikanan, atau peternakan.

Tumpang tindih sertipikat, adalah sebidang tanah diterbitkan lebih
dari 1 (satu) sertipikat yang letak tanahnya bertindihan seluruhnya

atau sebagiannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yang

mana artinya penelitian ini menguji suatu norma yang berlaku, dengan

meneliti bahan pustaka atau data sekunder!® yang ditunjang pula oleh

bahan hukum dari data primer berupa hasil wawancara. Bahan hukum

penunjang berupa hasil wawancara tersebut, berfungsi untuk dapat

melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bekerjanya hukum dan

penegak hukum di lingkungan masyarakat.20

2.

Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti

aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian?!, untuk

19 Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel),

Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 42.

20 Tohnny Ibrahim, 2003, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet III,

Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 250.

21 Ibid., hlm. 302.
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memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur
mengenai akibat hukum SHM yang tumpang tindih dengan SHGU
terhadap APHT dan para pihak sehingga terlihat konsistensi dan
kesesuaian antar peraturan perundang-undangan. 22

b. Pendekatan Sosio-Legal (Socio-Legal Approach)

Pendekatan sosio-legal dilakukan untuk mengungkapkan
kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif
terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan
menggambarkan makna tindakan sosial untuk memahami hukum
dalam konteks masyarakatnya. Melalui pendekatan ini, obyek
hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial
diantara subsistem-subsistem sosial lainnya.?3
c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk
mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang
dilakukan dalam praktik hukum.24
Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan bahan hukum diperoleh dari data primer dan data

sekunder. Data primer, adalah data melalui bahan hukum yang

diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui

22 Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada

Media Group, hlm. 93.

23 Ibid.
2¢ Johnny Ibrahim, Op. Cit., hlm. 304.



19

wawancara, observasi dan alat lainnya. Data sekunder, yaitu data yang

diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.?® Data sekunder

diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier?5, yaitu :

a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang

mengikat?’, yang terdiri dari :

1)

2)

3)

4)

5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945);

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

25 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 88.

26 Ibid.

27 Johnny Ibrahim, Op. Cit., hlm.144.
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Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan

6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk
memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan
primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh
para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam
penelitian ini.28

c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain
kamus, ensiklopedia, dan sebaginya yang berhubungan
dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan
mutakhir.2®

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan

melalui :

a. Bahan hukum dari data sekunder dikumpulkan melalui studi
kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan

mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

28 Ipid.
29 Ipid., hlm. 1485.
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literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada
hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui
studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan
dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan studi
kepustakaan adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu
permasalahan penelitian.30

b. Bahan hukum dari data primer dikumpulkan melalui studi
lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara
mendatangi langsung tempat yang menjadi objek
penelitian.3! Penelitian ke lapangan bertujuan untuk
menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka
mendukung atau melengkapi data utama melalui metode
wawancara pribadi (personal interviewing), yaitu percakapan
dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh
informasi dari informasi dengan teknik wawancara mendalam
(in-depth interview) yang merupakan proses memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab
sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan

atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa

80Johnny Ibrahim, Op. Cit., hlm.112.
81 Ibid.
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menggunakan pedoman (guide) wawancara. Penelitian ini
didukung dengan data penunjang melalui responden yaitu :
1) Pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sumatera Selatan; dan
2) Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3) Pihak PPAT diwilayah hukum Kabupaten Ogan Komering
Iir.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis
kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis bahan hukum
merupakan kegiatan setelah bahan hukum dari data primer dari seluruh
responden atau sumber bahan hukum dari data sekunder lain
terkumpul. 32
6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum
Setelah bahan hukum dari data primer dikumpulkan dengan
metode wawancara, maka dilakukan pengolahan bahan hukum dengan
cara editing, reconstructing, dan systematizing. Editing vyaitu
mengkoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah
sesuai/relevan dengan masalah. Reconstructing yaitu menyusun ulang

bahan hukum secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami

%2[pid., hlm. 127
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dan diinterprestasikan. Systematizing yaitu menempatkan bahan hukum
dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.33

Terhadap bahan hukum dari data sekunder yang terdiri dari bahan-
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan
melakukan inventarisasi dan sistematisasi®* terhadap peraturan
perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum
mengenai akibat hukum SHM yang tumpang tindih dengan SHGU
terhadap APHT dan para pihak. Setelah memperoleh bahan-bahan
hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan
bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan
sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.
1. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan logika
deduktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode deduktif berpangkal
dari pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian
diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu
kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Jadi yang dimaksud
dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah
menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya

menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.35

33 Bambang Sunggono, Op. Cit., hlm. 126.
34 Ibid., hlm.147.
36 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 147.
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